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BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan pasar 5r ayat (5) peraturanpemerintah Nomor 12 Tahun 2019 teniang' 
,p".,;tola.r,

Keuangan Daerah dan pasar 3 peraturan presiien r,i-&ror asTahun 2020 
- 
tenlang Standar Harga Satuan n"giorruf amhuruf D angka I huruf o peraturan Menteri Dal"am negeriNomor 77 Tahun 2O2O tentang pedoman t"t"i" f."g.fof.unKeuangan Daerah maka perlu -menetapkan 

eeraturan- eupatiAceh Utara t:ntang Standar Satuan H*St 
- -pr-".*t"h

Kabupaten Aceh Utara "lahun 2A22;
Mengingat: 1. undang-Undang Da'urat Nomor 7 Tahun lg56 tentangpembentukan Daerah Otonom Kabupaten_kat"p"i".,- auf"_Lingkungan 

. ?-""d propinsi Sumatera ui"r"-*1fl-U..r,
Negara Republik Indonesii Tahun 1956 Nomor sa, i;-b"h."Lembaran Negara Republik Indonesia llomor tOSZ); 

-- --

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang KeuarganNegara Jfabar3n Negara Republik r"ao"""i, t1i,r"ri'zoosNomor 47, Tambahan kmbaran Negara nepuUtit inJorre"iaNomor 4296);

3. Undang undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (lernbaran Negara Republik Indonesia- iJir"'ZOOONomor 6_2, Tambahan Lembaran Negara nepuUflt lnaonesiaNomor 4633);

4. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintahan
Daerah (]1mlar1n 

_ 
Negara Republik r"j.;;$'i;; r', zotcNomor 244, Tambaha-rr lembaian Negara RepuUlik iiJonesiaNomor 5487) sebagaimana telah oiiit"i, j""grr'^rir"a.r,g_

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua AtasUndang_Undang Nomor 23 Tahun zOf + tentan!-p;;;;;;h""Daerah (^kTbql Negara Republik r"d"";#-i;;i..zors
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nepubtiL iiJonesiaNomor 5679);

5. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangpengelolaan Keuangan Daerah lf,emUaran nl"S." n";"ffikIndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, TambahZn f,e*i*a.,Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

{



,)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor 142, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2Z Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O20 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tatrun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambah., L.-b*.r.,
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201g tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaiamana telah OiuOafr
dengan Peraturan Fresiden Nomor tZ fahun 2O2l tentang
Perubahan Atas Peraturan presiden Nomor f6 Tahun 201g
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 63);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 20lg tentang Standar
Harga Satuan Regional (l,embaran Negara Republik 

-indonesia

Tahun 2O20 Nomor 57);

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l0g Tahun 2016
_t:ntang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20g3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Ol9
tentang Sistem Informasi pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan
Pembngunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahur, 2O2O
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Qanun Xabupaten Aceh Utara Nomor g Tahun 2Ol3 tentang
Pengelolaan Barang Milik pemerintah Kabupaten Aceh Utara
sebagaimana telah diubah dengan eanun Kabupaten AcehUtara Nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan it"" q""";
Kabupaten Aceh Utara Nomo. d Tahu., 2Ol3 tentangPengelolaan Barang Milik pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

/
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MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG STANDAR
SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2- Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Aceh

Utara.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Rencana Kgrjt dan Anggaran yang selanjutnya disingkat

RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, renCani belanja,
program dan kegiatan serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan b.*r,
belanja daerah.

satauan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat SKPK adalah perangkat Daerah di pemerintah
Kabupaten Aceh Utara yang ditunjuk sebagaipengguna/kuasa pengguna dalam menglola
menatausahakan keuaangan barang milik daerah
sesuai dengan tangan pokok dan fungsinya.
Standar adalah Pembakuan harga, ukuran, mutu dan
sebagainya dnegan pedoman yang ditetapkan.
standar Harga ad{ah penetapan besarnya harga barang
ysuai jenis spesilikasi, dan kualitas dalam- 1 (satu-i
Periode tertentu.
Harga satuan adalah Nilai suatu barang yang
ditentukan dengan uang persatuan jenis barang.

9. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan barang milik pemerintah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang be{alan sebagai dasardalam melakukan tindakan pemenuhan yang akan
datang.

10. Barang Milik D-aerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau dipeiloeh atas
beban angggaran pendapatan dan belanja daerah atau
yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) standar harga satuan pemerintah Kabupaten Aceh UtaraTahun 2a22 dimaksudkan sebagai ^pudorr,*r, 

dalamperencan Anggaran dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
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(2) Dalam perencanaan anggara-n sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) standar harga satuan berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui

dana penyusunan rencara kerja dan anggaran SKpK.
b. bahan pertimbangan pagu indikatif APBK.

(3) Dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) standar harga satuan barang berfungsi:
a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui

dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.
b. perkiraan besaran harga tertinggi yang

dilampaui karena situasi tertentu fermisuk
adanya kenaikan harga pasar.

dapat
karena

(4) Permohonan perubahan sebagaiamana dimaksud pada
ayat (1) hanya untuk harga barang dan/atau jasa dengan
melampirkan hasil survey harga pasar diusulkan paiing
lambat dari tahun a.nggar:an perencanaan.

pasal 3
Standar Satuan Harga bertujuan untuk keseragarnan
l*S" untuk penetapan batas harga maximum
barang/jasa dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun
Anggaran 2022.

BAB III
STANDAR SATUAN HARGA

pasal 4
(1) Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Aceh Utara

meliputi;
b. standar harga honorarium;
c. standar harga rapat atau pertemuan di dalam dan

diluar;
d. standar harga pemeliharaan;
e. standar harga pengadaan barang;

(1) Standar Satuan Harga pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Talrun 2O22 sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
merupakan:
a. harga tertinggi, 

. 
termasuk keuntungan, pajak

Pertambahan Nilai (ppn) sesuai ketentuin peraturan
perundang-undangan;

b. pedoman dalam penyusunan RKA-SKpK dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) SKPD Tahun 2022;dan

c. pedoman dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah.

{
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Pasal 6
(1) setiap SKPD daram menJrusun RKA wajib mengacu pada

Standar Satuan Harga.

{2} standar satuan t13rg" sebagaimana dimaksud pada ayat
{ 1) dapat dikecualikan:
1. Harga barang yang tersedia dalam Lkatalog;b. Belanja barang pada Badan tayanan umum Daerah

(BLUD);
c' kondisi tertentu seperti bencana alam dan pandemi

penyakit.

Pasal Z
reJakgnaan pengadaan barang yang telah tercantum datame-katalog dapat berpedom"r, pad, pitot *., harga, jenis, dan
3ge$nhsi yang sudah tersedia dalam daftar e-Latarog portal
Nasional yang dikeluarkan oreh Lembaga KebijakanPengadaan BaranglJasa pemerintah (LKPF dibuktikandengan print out harga yang berlaku 'p*o"'o*t 

proses
pengadaan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

pasal 8

{1} Apabila terdapat barangljat {ang harganya lebih tinggrdan/atau belum tercantum dalam- satuL *t rra", h"rE,sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 maka dalammenyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harusmelampirkan hasil survey harga barang/jail.
{2} Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat { Uditandatangani oleh pimpinan satuan x.r:" reiangkai

Daerah Kabupaten Aceh Utara yang bersangiutan.

Pasal 9

?d* hal kegiatan yang pembayarannya bersumber daridana selain APBK standar harga satuan mengacu kepadaketentuan yang mengaturnya.

pasal lO

{1) Apabila dalam anggaran berkenaan pada sKpK terdapatkenaikan hryF. yang melebihi standar f,"ig"sebagaimana dimaksud daram pasar z atau terdapatbarang-barang yang standar harga satuannya belumdiatur daram peraturan Bupati inI maka Kepala sKpKyang bersangkutan mengqjukan permohonan untukdilakukan perubahan ,ia* standar satuan hargamenyertakan alasan dan/atau dasar nilaipelaksanaannya.

(21 Permohonan perubahan atas standar satuan hargasebagaimana dimaksud pada ayat (U h*ry* untukharga barang dan/atau jasa densir, r"Lr'"*pirtan rrarga

/
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pasar dan diusulkan
tah un berkenaan.

paling lambat pada bulan Mei

Permohonan perubahan atas standar satuan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di
bahas oleh Tim furggaran Pemerintah Daerah;

Pasal 11

Untuk Standar Satuan harga yang belum tercantum dalam
Peraturaa Bupati ini diusulkan oleh kepala SKpK kepada
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

(3)

Peraturan Bupati
diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 12

ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 l De mber 2021 M

madil Awal 1443 H

H UTARA, r
D THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada

Jumadil Awal 1443 H

DAERAH
EH UTARA,

cE
ALA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR6€

31 Desember 2021 M


